
 

 

BUPATI KLATEN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURN BUPATI KLATEN 

NOMOR  4  TAHUN 2021 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN 

DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN DI KABUPATEN KLATEN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KLATEN, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan yang 

telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Klaten, maka perlu adanya 

pengaturan terkait dengan pembentukan Tim 

Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan di 

Kabupaten Klaten; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan  Peraturan 

Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan 

Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 

di Kabupaten Klaten; 

 

Mengingat   :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

SALINAN 



 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

 

 



 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 

2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 

Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 

2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 192); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138); 

11. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 

tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);   

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK 

PELAKSANAAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN 

SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN DI 

KABUPATEN KLATEN. 

 

Pasal 1 

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan 

Pembentukan Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan di 

Kabupaten Klaten sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati 

ini. 

 

 

 



 

 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Klaten. 

 

Ditetapkan di Klaten  

pada tanggal 10 Maret 2021 

  

BUPATI KLATEN, 

cap 

    ttd    

SRI MULYANI 

 

 

Diundangkan di Klaten 

pada tanggal 10 Maret 2021 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, 

Cap  

      ttd   

JAKA SAWALDI 

 

BERITA DAERAH  KABUPATEN KLATEN  TAHUN 2021 NOMOR 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengesahkan 

Salinan Sesuai dengan Aslinya  

a.n  SEKRETARIS DAERAH 

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT 

u.b 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

             Cap 

      ttd 

Sri Rahayu, SH, MHum 

Pembina Tingkat I  

NIP. 19700902 199903 2 001 

 



 

LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI KLATEN 

NOMOR  4 TAHUN  2021 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN 

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA 

KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM 

PELAKSANA KEGIATAN DI 

KABUPATEN KLATEN 

 

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  

DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN 

 

a. Tim Pelaksana Kegiatan 

Tim Pelaksana Kegiatan merupakan Tim yang keanggotaannya 

berasal dari lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk instansi 

vertikal yang ada di daerah, pengaturan batasan jumlah tim paling 

yang dapat diberikan honorarium diatur dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1. Tingkat Kabupaten 

No Jabatan 
Klasifikasi 

I 

1. Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2 

2. Ketua Pengadilan Negeri Klaten  1 

3. Kepala Kejaksaan Negeri Klaten  1 

4. Kepala Kepolisian Resor Klaten  1 

5. 
Komandan Komando Distrik Militer 0723 

Klaten 
1 

6. 
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Klaten 
1 

7. 

Komandan Komando Pendidikan dan 

Latihan Pertempuran Rindam 

IV/Diponegoro  

1 

8. Ketua Pengadilan Agama Klaten 1 

9. Pejabat Eselon I dan Eselon II 2 

10. Pejabat Eselon III 3 

SALINAN 



 

11. 
Pejabat Eselon IV, pelaksana dan pejabat 

fungsional 
5 

 

2. Tingkat Kecamatan 

No Jabatan 
Klasifikasi 

I 

1. Kepala Kepolisian Sektor setempat 1 

2. Komandan Komando Rayon Militer setempat 1 

3. Pejabat Eselon III 3 

4. 
Pejabat Eselon IV, pelaksana dan pejabat 

fungsional 
5 

 

Klasifikasi I dengan kriteria Pemerintah Daerah yang telah 

memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih 

besar atau sama dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) 

per bulan. 

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang 

yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk 

melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Keputusan Bupati atau 

Sekretaris Daerah.  

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium 

adalah sebagai berikut: 

a) mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur; 

b) bersifat koordinatif dengan ketentuan: 

1) untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati dengan 

mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah 

daerah yang bersangkutan; atau 

2) untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah 

beranggotakan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

c) bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu 

diprioritaskan; 

d) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang 

bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan 

e) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. 

 



 

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) 

tahun berturut-turut, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten melakukan evaluasi terhadap urgensi dan 

efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi 

tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

 

b. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan  

Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan hanya dapat dibentuk untuk 

menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris 

Daerah. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diberikan 

kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan 

administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan dan 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.  

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai 

berikut: 

1) paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan 

yang ditetapkan oleh Bupati; atau 

2) paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang 

ditetapkan oleh Sekretaris Daerah. 

 

 

BUPATI KLATEN, 

Cap 

      ttd  

SRI MULYANI 

 

Mengesahkan 

Salinan Sesuai dengan Aslinya  

a.n  SEKRETARIS DAERAH 

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT 

u.b 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

             Cap 

      ttd 

Sri Rahayu, SH, MHum 

Pembina Tingkat I  

NIP. 19700902 199903 2 001 

 


